BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 970 1% [604 TAHUM 10W

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN
KEWAJIBAN MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP BUKTI PEMBAYARANNYA
BAGI MASYARAKAT PENERIMA SERTIFIKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH

SISTEMATIS LENGKAP YANG DIANGGARKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan

1.

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/8KB/V /2017,
Momor @ 590-316TA Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017
tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bupati dapat
memberikan pembebasan pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Penerima Sertifikat
dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang
Dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan dan Kewajiban Melakukan Verifikasi
Terhadap Bukti Pembayaran bagi Masyarakat Penerima
Sertifikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taehun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1992 Nomor 735, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang  Nomor 33 Tehun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang MNomor 9
Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang .Jenis
Pajak Dacrah yang Dipunguat Berdasarkan Penectapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran  Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5179);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019 tentang
- S RN, |

owman Nasrah [Lembaran Negara Republik



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun

2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Membebaskan Pajak Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Kewajiban Melakukan Verifikasi Terhadap
Bulkti Pembayaran bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Dalam
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dianggarkan
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

pe
Perolehan Objek Pajaknya terdapat unsur kewajiban
membayar pajak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

Pembebasan kewajiban melakukan verifikasi terhadap bukti
Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bapgunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
diberlakukan untuk seluruh pendaftaran tanah sistematis
lengkap, yang Nilai Perolehan Obyek Pajaknya terdapat unsur
kewajiben membayar pajak maupun tidak ada kewsjiban
membayar pajak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

. Semua bisya yang timbul schagai akibat ditetapkanmya

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris
Sukoharijo

Daerah Kabupaten

di Sukoharjo;

Pt fahan Sekretaris



9.

4

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum

Seckretans Daerah Kahupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Selretanat  Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

10.Kepala Desa di  Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo.

——
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